
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tcntang Keselamatan 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 
I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2918 ); 

3. Undang-Undang Nomor I 3 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistern 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun Nomor 4456); 

Mengingat 

a. bahwa jarninan perlindungan dasar clan keeejahteraan bagi 
teoaga kerja beserta keluargaoya cerhadap risiko sosial 
ekonomi yang dialaminya mcrupakao suatu hat yang esensial, 
schingga perlu penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi tenaga 
kerja unruk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan 
berusaha, serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja; 

b. bahwa sebagai tindaklanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahuri 
2011 ten tang Badao Penyelenggara Jaminan Sosial, rnaka 
dalam rangka meningkatkan koordinasi pernbinaan secara 
terpadu antara pihak-pihak yang tcrkait terhadap pelaksanaan 
program Jaminao SosiaJ bagi pekerja di wilayah Kabupaten 
Cilacap, perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Cilacap tentang Pclaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakcrjaan Melalui Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap; 

Menimbang 

SUPATl CILACAP, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KE'l'ENAGAKERJAAN MEl,ALUI 
SADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

DI KABUPATEN CILACAP 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 I I tentang Badan 
Penyelenggara Jamman Sosial (Lembaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahnn Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 teruang Tata Cara 
Pengenaan Sanksi Administralif Kepada Pemberi Kerja Selain 
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selam Pekerja, Pcmben 
Kerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5481); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelcnggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5714); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 60 
Tahun 2015 Tentang Pcrubahan atas Peraturan Pcmcrintah 
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyclenggaraan Program 
Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5730); 

11. Pcraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tcntang Pcngawasan 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5109); 

12. Peraturan Presidcn Nomor 109 Tahun 2013 tcntang Penahapan 
Kcpesertaan Program Jaminnn Sosial(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 

13 Pera tu ran Daerah Kabupaicn Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dnerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Dacrah Kabupatcn Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahun Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 134); 



D.1 rm Peraturan Bupati ini, vang dimuksud dengnn : 
, Daei .... ada ah kabupaten Cilacnp. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyelenggara Pernerintahan 

Daerah yang rnermmpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonorn. 

3 Bupau adalah Bupati Cilacap. 
.. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Cilacap. 
5 Dmas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dmas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Cilacap. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

7. Perangkat Oacrah adalah unsur pembanru bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan Urusan Pemcrintahan vang mcnjadi 
kewenangan Daerah. 

8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 
seluruh rakyat agar dapat memenuh:i kebutuhan dasar hidupnya vang layak. 

9. Badan Pcnyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya discbut 
BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum pubhk yang dibentuk umuk 
menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kernatian, 
.Jaminan Han Tua, dan Jaminan Pensiun. 

10 Pei:e1J3 adalah scuap orang yang bekerja dengan rnencrrrna upah aiau rmbalan 
dalarn bentuk lain. 

11 Pernberi Kt-rp1 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukurn, atnu 
badan b .. dan lainnyn, tvrmasuk pcnyr-lengguru negura \ ung mcmpekcrjakan 
tt·naga kerjn denga11 mernbnynr g11ji, up.ih, 111m1 imb.ilan dul rm bcntuk lamnva 

12 Upah adalah h,,k lt·n.il(u k1•rJ11 yung d11t runu d,111 duwnt rkun dalarn benruk 
uang 1>eba11,u1 irnbnlnn du11 l't·mlw11 K1•1111 1111111 11t"llf,t\l',,lh,, kepadn tt•nng., kcrj I 
}Brtg oneu.pkrui amu 1:hli11y11rk1111 m1·1111111t su.uu pt 1JHllJl,lll Kl'IJ ,, kcscpnkatnn 
atau peraturan pt n1111l11111t,111 u11d1111i.:1111, 11·r11111!.11k l\lllJ uignn bag1 u-naga kerJa 
dan kduarwmya, n1r111 1111111u 1wkl'IJ1t1111 d1111/111Hu 1,1s11 Hlllft rcluh arau akun 
dilakukan 

13 Pekerju Penerima IJpah 11rl11luh ( >ru11i,: \ 11111-: hrk1·1Jn dt"ng 111 mencrtrna upah, 
atau imbalan dalam lx-11111k 111111 <11111 pc•m!K 11 k1·11,1, 11·111111huk t1·11111w harian 
lepas, borongan dun konrrnk 

14. Pekerja Bukan Penenmo lJp,th rululuh peke 1Jn vung rnelukukun kegiatnn atau 
usaha ekonorni secara numd111 uutuk 111t'l11JK rnl1 h pt·ngh,1,,1lan duri kegratan 
atau usahanv a tc:ri,el,ut 

15. -Jasa Konstruksi udalah layunun J""'' konxulrast pen:ncanaan pekcrjaan 
konsrruksi, layanan Ja"a peluksanaun pekerjaan konstruksi dan layanan 
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksr 

Pa~nl I 

IJAB I 
Kl;;Tl-:NTUAN UMUM 

PFRATURAN HUPATI TEN1 ANG PELAKSANAAN PROGRAM 
JAMI NAN SOSIAI "'' Tf.,NA< ,Ahl· HJAAN MEI...ALul BA DAN 
PEN\ ELl<:NGG/\l{A ,1/\MINAN SOSIAI. KJ•;Tt-:NACiAKER,JAAN DI 
k.AUUPATF.N CILACAP 

Menetapkan 

MltMUTUSKAN · 



Penvelenggaraan Program BPJS Ketenngakerjaan rnehpuu : 
a. JKK; 
b. JKM; 
c. JHT; dan 
d. JP. 

Pnsnl4 

Unttlun l{t•snlu 
Pc·nyel,·nl-\ttfl rnn n 

IJAO 111 
Pf~NYEl,f~NC.GAJ~AAN DAN KEPESERTAAN 

Peraturan Bupau ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di 
Daerah mclalui program JKK, JKM, JHT, dan JP sehingga pekerja dapat rnerneriuhi 
kebutuhan dasar hidupnya secara layak. 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai dasar hukum dan acuan bagi 
Pcmcrint.ah Daerah dan BPJS Ketenagakcrjaan dalarn pelaksanaan jaminan sosial 
kctenagakerjaan di Kabupaten Cilacap. 

Pasal 3 

Pasal 2 

BAB TI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

16. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lam pada sektor jasa konstruksi 
yang meliputi Pekerja Harian Lepns, Borongan dan Pcrjanjian Kerja Waktu 
Tenen tu. 

17. Pekerja Migran Indonesia adnlah 11ct111p warga negara lndoncs,a yang akan, 
sedang, atau tclah rnelakuknn pekcrjaan dcngan mcncrima upah d1 luar wilayah 
Republik Indonesia 

18. Pcserta adalah setiap orang, tcrrnasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 
(enam] bulan di Indonesia, yang telah membayar ruran 

19. luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur olch peserta 
dan/atau pemberi kerja. 

20 Koordlnasi adalah upaya untuk memadukan Iungsi melalui pcrnberian pedoman 
pctunjuk, arahan, birnbingan, pemnntauan, cvaluasi dan pelaporan 
peluksanaan Program BP.JR Ketenagakcrjaan antara Kanlor Wilayah BP.JS 
Ketcnagakerjaan .Jawa Tengan dan DIV dan instansi pernerintahan terkau. 

21 Jaminan Kccclakaun Kcrja yang selanj ulnya disingkat ,JKK adalah rnanfaai 
bcrupa uang tunai dan/atau pelayanan kcsehatan yang dibcrikan pada saat 
pcserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan olch 
hngkungan kerja, 

22. Ja.minan Kematian yang selanjutnya disiogkat JKM adalab manfaat uang tunai 
yang diberikan kepada ahli waris ketika pcserta mcnioggal dunia bukan akibat 
kecelakaan kerja. 

23 Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkal JHT adalah manfaat uang runai 
yang dibayarkan sekaligus pada saal peserta mernasuki usia pensiun, 
meninggaJ dunia, aiau mengalami cacat total tetap, 

24. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkai JP adalah jaminan sosial yang 
berrujuan untuk mempertahankan derajat kchidupan yang layak bagi peserta 
dan/ atau ahli warisnya dengan mcmbcrikan penghasilan setelah peserta 
mcmasuki usia pensiun, rnengalami cacat totaJ tctap, atau meninggal dunia. 



(I) Berdasarkan pengajuan pendafwran sebagaimana drmaksud dalam Pasal 6, 
Kcpala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cilucap menetapkan bcsarnya iuran dan 
mcmbcritahukan besamya iuran Program Janunan Sosial Ketenagakerjaan yang 
harus dibayar oleh Pcmbcri Kerja. 

PaK11I 7 

Bul(mn Kc:ch111 
Pernbayur ,111 lurun 

( l J Setiap pernberi kerja wajib mendaftarknn dirinya dan/ a tau pekerja dalam 
program jarmnnn sosial kepada Knntor Cahang 13PJS Kett•nal(nkcrjaan Cilacnp 

(2) Seuap Peke-rja Bukan Penr-rimu Upnh wajib mcnduftarkon drrinv a dalam 
program jaminan sosial kcpada Knn1or Cubnng BP.JS K1·1cnugak1·1Ja1111 Cilncap 
sesuai penahnpan k1·pes1·rtnun 11rb11g11imuna diuiur dalam peraruran 
perundang undnngan. 

(3) Tuta Cara Prndafu1ra11 t1t'hal(11imu11u dimuksud p,1d11 aynt (I) dan ill 
drlakaanakun M·sua1 <kn gun kctc:111 u1111 pen rndung undungun 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

BAB rv 
TATA CARA PELAKSANAAN 

(1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan PckCIJU Bukan Pcncrima Upah wajib 
rnengikuti program .Jamman Sosial Ketenagakerjaan mclalui BP.JS 
Ketenagakerjaan 

(2) Kcpesen.aan program Jammun Sosial Ketcnagakerjuan sebagaimana dimaksud 
pada mat (I) diperuruukkan bagi 
a Pekcrja Penerima Upah yang bekcrja pada pernberi kerja selain 

Penvelcnggara Negara termasuk Pekcrja pada Badan Usaha M1lik Dacrah, 
b Pekerja Bukan Pcncrima Upah, 
c Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksr: 
d Pckcrja non Aparatur Sipil Negara yang bckerju pada instansi Pemcnmah 

Daerah, dan atau Pemermtah Dcsa. 
e Pekerja rnagang, siswa kerjo praktck, utau narapidana dalam proses 

asirnilast yang dipckerjakan pada Pernberi Kerjo sclnin Penyelenggara 
~<'gara 

f. Pck<'IJB Migran Indonesia. 
(3) Pckcrja Pcncrima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara 

negaro sebagaimana dimuksud pada ayat (2) huruf a tcrdiri dari : 
a Pekerja pada perusahaan: 
b. Pekerja pada orang perscorangan; dan 
c Orang asmg yang bckerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

(4) Pekcrja sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf d antara lain: 
a. Pekerja pada Badan Layanao Umum Duerah; dan 
b Pckcrja pada Pernerintah Daerah dan/ atau Pernerintah Desa. 

(5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyck fisik baik yang 
dibiayai olch APBN, APBD, BUMN, swasta, perorangan dan daaa banruan 
luar negeri. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Kepescrtaan 



Sekretaris II 

Sekrctaris I Kepala Dinas Ketcnagakerjaan dun Perindustrian 
Sekda Kabupaten Cilacap; 
Kepala Kantor Cabang BPJS Kctenagakerjaan 
Cilacap; 

Anggota Sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah 
di Kabupaten Cilacap yang membidangi 
Ketenagakerjaan, yang mernbidangi Perijinnn, dan 
yang lain sesuai kebutuhan 

(4) Tu~a!> Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten scbagatmana dimaksud pada ayat (2) 
adalah 
a. mclakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekcrja melalui 

BPJS Keienagakerjuan: 
b. melakukan sosialisasi peraruran perundang undangan dr bidang jarninan 

sosial bagi pekerja mclalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupatcn Cilacap; 
c. melakukan pernbmaan kepesertaan jaminan sosial bagi pckcrja rnelalui 

BPJS Kctenagakerjaan; 
d. melakukan mventansasi perrnasalahan dan pcnyelesaian kasus pada 

masing-masing wilayah; 
e. melakukan pcnegakan hukum bagi pihak yang melanggar kcteruuan 

peraruran perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja 
melalui BPJS Ketenagakerjaan; 

f. melakukan evaluasi pclaksanaan jominan sosral bagi pckerja melalui BP,JS 
Ketenagakerjaan, dan 

g. melaporkan hast! koordinasi kepada Bupau Cilacap dan Tim Pclaksana 
Tingkat Provinsi. 

Sekretaris Daerah: 
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda 
Kabupaten Cilacap; 

Ketua 

Wakil Ketua 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepurusan Bupati 
Cilacap dengan susunan keanggotaan sebagai bcrikut: 

Pengarah Bupati Cilacap; 
Pcngarah Wakil Bupati Cilacap; 

(2) Pernbinaan secara ierpadu sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) melalui 
koordinasi hubungan kelembagaan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana 
Tingkat Kabupaten. 

(II Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS 
Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat 
Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasal 8 

Bagian Kcsatu 
Pembinaan 

BABV 
PEMBfNAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

(2) Tata Cara Pembayaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 



Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
Ketenagakerjaan di Kabupaten Cilacap, Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Cilacap 
menyusun program kerja tahunan. 

Pasal 13 

BAB VI 
PROGRAM KERJA 

(I) Sekretaris Daerah melalui KepaJa Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 
bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah mclakukan monitoring 
dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pckerja di Kabupaten 
Cilacap. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu 
apabila dibutuhkan uncuk menjadi bahan pertimbangan dalam pcnyusunan 
kcbijakan di bidangjaminan sosial bagi pekerja di Kabupatcn Ciiacap. 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

(I) Tim Pclaksana Tingkat Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian 
dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS 
Keienagakerjaan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam ben tuk: 
a. rapat koordinasi;dan 
b. pemantauan/ peninjauan lapangan. 

Pasal 11 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

(1) Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) 
dalam melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui 
BPJS Ketenagakerjaan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diprioritaskan tcrhadap 
pcrkembangan jaminan sosiaJ bagi pekerja melaJui BPJS Ketenagakerjaan 
termasuk kendala yang d.ihadapi. 

(3) Hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayal (2) menjadi bahan pcrnbahasan 
dalam pertemuan koordinasi. 

PasaJ 10 

(1) Pernbinaan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan 
kunjungan lapangan bersama BPJS Kctcnagakerjaan ke Pemberi Kerja yang 
bersangkutan. 

(2) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {l ), Pcmberi Kerja 
dapat mendaftarkan upah, pekerja, program dan membayar runggakan iuran 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal9 



SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAPTAHUN-'2019 NOMOR rr5 7 
F'ARJD MA'RUF' 

ARTO PAMUJI 

./ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seuap orang rnengetahulnya memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati 
1n1 dengan penempatannya dalarn Berlta Dacrah Kabupaicn Cilacap. 

Pasal 16 

BAB CX 
KETENTUANPENUTUP 

( l l Setiap pcrnberi kerja dan/ a tau pekcrja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan 
Pasal b Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif. 

(21 Sanksi adrmnistrauf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a tcguran tertulis: 
b. denda:dan/atau 
C' tidak mendapatkan pelayanan publik tertcntu. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 
olch Dmas Pcnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan 
rekomcndasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang berkoordinasi 
dengan BPJS Ketenagakerjaan scsuai dengan keterituan pcraturan perundang­ 
undangan. 

(4J Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan scsuai 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

BAB VIII 
SANl,SI ADMINISTRATIF 

Segalu brava vang urnbul scbagm akibat ditctnpkannyn Pcrnruran Bupau iru 
drbcbankan padn unggurnn musmg musing unn kerjn ynuu- 
,1 AnAA.uan Pcndap,H1111 dnn nclanJa Dnernh Kabupatcn C.:1lut·f1 p, 
b, Angguran BP.JR Ketcnugakerjnan Kantor Cuhang Cilacap. 

Pasal 1·1 

BAB Vil 
PEMBIAYAAN 

 


